BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 81 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 35 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak Daerah
telah di tetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan
Pemeriksaan Pajak Daerah;

bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan optimalisasi
penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pemeriksaan,
maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang
Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan
Pemeriksaan Pajak Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang...
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3674);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

10. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak,
dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMKO07/2010 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan
Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang
Tata Cara Pemeriksaan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 1010) sebagaimana telah dua kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1814);

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);

Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten
Tangerang Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah
Nomor 2015);

MEMUTUSKAN...



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TANGERANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 35
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan Pajak
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor
35) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Ruang lingkup Pemeriksaan terhadap sebagian atau
seluruh:

a.
b.
C.

jenis Pajak;
masa Pajak; dan

bagian tahun Pajak atau tahun Pajak dalam
tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

Jenis Pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah
sebagai berikut:

N

Pajak Hotel,

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak BPHTB;

Pajak Reklame;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Sarang Burung Walet;dan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Dikecualikan terhadap Jenis Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf k, Pemeriksaannya akan
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

2. Di antara...
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2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (la) dan ayat (1b) sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Pemeriksaan dilakukan terhadap:
a. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban

perpajakan;
Wajib Pajak terjadi tidak atau kurang bayar; dan

c. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

(la) Apabila setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap
adanya kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka
Bupati dapat mengembalikan kelebihan tersebut
setelah dilakukan evaluasi dengan SKPD terkait dan
hasil Pemeriksaan.

(1b) Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan
membayar berpedoman pada Peraturan perundang-
undangan.

(2) Kriteria Pemeriksaan dapat dilakukan kepada Wajib

Pajak jika:
a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih
bayar, termasuk yang telah diberikan

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;

c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD
tetapi melampaui jangka waktu yang telah
ditetapkan dalam Surat Teguran;

d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran,
likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan
Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-
lamanya; atau

e. menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria
seleksi  berdasarkan  hasil analisis resiko
mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan
Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6),
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan
diselesaikan dengan cara:
a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat
Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir;

b. membuat...
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membuat Laporan Hasil Pemeriksaan, sebagai
dasar penerbitan SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan; atau
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Penghentian Pemeriksaan dengan membuat Laporan
Hasil Pemeriksaan Sumir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan jika:

a.

Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam
jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau jangka
waktu  Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan
yang dilakukan terhadap surat pemberitahuan
yang bukan merupakan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
disetujui oleh pejabat yang berwenang untuk
dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan

atas permohonan  pengembalian  kelebihan

pembayaran pajak, ditangguhkan karena:

1. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan
penyidikan  tetapi  diselesaikan  dengan
menerbitkan SKPD;

2. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan tidak dilanjutkan dengan

penyidikan karena Wajib Pajak
mengungkapkan ketidakbenaran
perbuatannya;

3. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan
tetapi penyidikannya dihentikan karena tidak
dilakukan penuntutan;atau

4. Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan dan dilanjutkan dengan penyidikan
dan penuntutan serta telah terdapat putusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak telah
melakukan  tindak pidana di  bidang
perpajakan.

(3) Pembuatan...
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Pembuatan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor atau
Pemeriksaan Lapangan sehubungan dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak, tidak ditemukan dalam jangka waktu
Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud Pasal
8 ayat (1);

b. Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor atau

Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan
Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka
waktu Pemeriksaan dan perpanjangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau

c. Wajib Pajak atau wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib
Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor atau
Pemeriksaan Lapangan ditemukan dan surat
pemberitahuan hasil Pemeriksaan.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c, harus diselesaikan dan
disampaikan terlebih dahulu dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya
perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor atau
perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat
(2), guna pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Apabila Pemeriksa Pajak telah menyampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu
kurang dari 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya
perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2),
Pemeriksa Pajak harus melanjutkan tahapan
pemeriksaan sampai dengan pembuatan Laporan Hasil
Pemeriksaan.

Penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) atau penyidik umum.

4. Di antara...
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Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pemeriksa Pajak atau tim pemeriksa termasuk tenaga ahli
yang ditunjuk tidak dapat digugat dan/atau dituntut
secara hukum, terkait dengan pelaksanaan tugas
Pemeriksaan yang semata-mata dilakukan guna memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 26 disisipkan 1 (satu)
ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan
surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim
Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan
dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah
pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa
Pajak dan Wajib Pajak.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan
surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
persetujuan atas seluruh hasil Pemeriksaan namun
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menggunakan surat
tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat
risalah pembahasan dan berita acara ketidakhadiran
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa
Pajak.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan
surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil
Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat
tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan
pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil
pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan
dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa
Pajak dan Wajib Pajak.

(4) Apabila...
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Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan
surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang
ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh hasil
Pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak
menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai
dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita
acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak tidak
menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan dan
tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa Pajak membuat
berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
Pembahasan  Akhir Hasil Pemeriksaan, yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak telah
membuat dan menandatangani berita  acara
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) atau ayat (4) atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.

Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita
acara Pembahasan  Akhir Hasil Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Tim
Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan
tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan.

berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
sebagai bahan untuk Pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib
Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat
mengajukan permintaan agar perbedaan tersebut
dibahas lebih dahulu.

Hasil pembahasan  dituangkan dalam  risalah
pembahasan yang merupakan bagian dari Kertas Kerja

Pemeriksaan.

(10) Jangka...
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(10) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus
diselesaikan paling lama 3 (tiga) minggu.

(11) Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus
diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI TANGERANG,
Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 81



